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KATA PENGANTAR

Puiji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-
Nya dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Patebon Tahun 2024
dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Perubahan Renja Kecamatan Patebon Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan
Kecamatan Patebon untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis
Kecamatan Patebon Tahun 2021-2026, dan juga disajikan sebagai pedoman dalam Menyusun
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 di Kecamatan Patebon. Dokumen ini memberikan

gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Perubahan Renja Kecamatan Patebon ini berpedoman pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Strategis
(Renstra) Kecamatan Patebon Tahun 2021 — 2026.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat terkait di Kecamatan
Patebon, yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024 ini. Kami
menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih ada kekurangan oleh karena itu kami mohon

saran untuk penyempurnaan Renja di tahun yang akan datang.
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BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai aturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Renja dapat dilakukan perubahan

Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah
yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai
dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan
pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sampai
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Patebon Th 2024 dilakukan karena adanya
perkembangan keadaan, meliputi pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan sub
kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);




~

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 2
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 30);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 198);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
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Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 219);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2011 Nomor 20 Seri E No 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 198).

Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 nomor 20)

Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun
dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu
tahun anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana program dan kegiatan prioritas
pada tahun 2024. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Patebon ini bertujuan

sebagai berikut:
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1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Pemerintah Kecamatan Patebon dalam menentukan
prioritas program dan kegiatan/ penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024;

2. Menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Kecamatan Patebon dalam melaksanakan
seluruh program dan kegiatan Kecamatan Patebon tahun 2024;

3. Menyediakan satu acuan bagi Pemerintah Kecamatan Patebon dalam penyusunan RKA
(Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun Anggaran 2024;

4.  Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan Kecamatan
Patebon dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis;

5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan

Pemerinah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ini

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab | :Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan

Sistematika Penulisan.

Bab Il : Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan Il Tahun Berkenaan
Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD
tahun berkenaan dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta
penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab Il : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana

yang dibutuhkan
Bab V : Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.




BABII
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN Ii
TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan Il

Perubahan Recana Kerja RKPD Kecamatan Patebon merupakan dokumen
perencanaan yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana
Strategis Kecamatan Patebon, yang merupakan revisi dari Recana Kerja yang
telah disusun sebelumnya dan dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan
selama pelaksanaan tahun anggaran.Tercapai tidaknya pelaksanaan program
dan kegiatan-kegiatan yang dibuat Kecamatan Patebon adalah dengan melihat
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut Kecamatan Petebon menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja Sasaran dari hasil apa
yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan serta target anggaran Tahun
2024.




Berbagai program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Perangkat

Daerah Kecamatan Patebon Triwulan Il tahun 2024 telah dilaksanakan dan

untuk mengetahui hasil-hasil yang dicapai maka perlu dilakukan evaluasi

secara menyeluruh.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamata Patebon dan

capaian kinerja Triwulan Il Tahun 2024 didasarkan pada data yang ada pada

Kecamatan Patebon antara lain :

1.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target/keluaran yang
direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil’keluaran yang
direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut.

Secara rinci pencapaian target kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwula Il dan tabel

mengenai Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sesuai dengan lampiran tabel
dibawah :



Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.

Kabupaten Kendal
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Patebon
. . Perkiraan Realisasi
Target Kinerja Capaian Program Capaian Target Renstra
(Renstra Perangkat Daerah) Tahun .
Target Realisasi Perangkat Daerah s/d
L 2024 .
Kinerja Program Tahun berjalan
Indikator Capaian dan Realisasi
Urusan/Bidang Kineria Program Program Target Realisasi Kegiatan | Capain Tinakat
Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / ) 9 (RENSTRA | Renja Renja (Renja Program gK
. (outcome)/ . Capaian
Kegiatan Kegiatan (output) Perangkat | Perang Perangkat Tingkat Perangkat | dan Realisasi
9 P Daerah)) kat Daerah Realisasi Daerah Kegiatan Target
Tahun Daerah Tahun 2024 (%) Tahun s/d tahun Rengstra
2024 Tahun sampai 2023) berjalan (%)
2024 Triwulan Il (Tahun °
2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | Persentase ketercapaian penunjang urusan
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah (%)
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja 10 8 4 50 15 8 100
Perangkat Daerah perangkat daerah yang terlaksana (dokumen)
7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan yang 12 8 5 64 124 8 100
dilaksanakan (dokumen)
7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 15 14 10 100 15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ASN (Orang/bulan)
7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Administrasi pelaksana ASN yang terbayar 14 14 4 24 14
(bulan)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum yang dilaksanakan (paket) 24 6 2 12,5 24 6 100
7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan (bulan) 24 12 3 12
Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19 7 2 12 7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)
7.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 6 4 1 12 4
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Disediakan (Paket)




7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 16 4 1 12 4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disediakan (Paket)
7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 14 2 1 2
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)
7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 15 3 1 12 3
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)
7.01.01.2.06.0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis 13 1 0 12 1
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada SKPD (Dokumen)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 12 3 1 108,33 12 3 100
Daerah Daerah yang terlaksana (laporan)
7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7 1 0 1
(Laporan)
7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan jumlah biaya listrik, air, telp dan website yang 24 12 3 12 12
Listrik terpenuhi (bulan)
7.01.01.2.08.0004 Jumlah jasa penunjang kegiatan yang terbayar 24 12 3 24 12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 100 20 6 19 8 20 100
Pemerintahan Daerah yang terpelihara (unit)
7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Jumlah biaya kendaraan dinas yang tercukupi dan 24 12 0 1 12
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau pajak STNK yang terbayar (bulan)
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 8 3 1 1 3
Dipelihara (Unit)
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Persentase pelimpahan pelaksanaan
DAN PELAYANAN PUBLIK pelimpahan kewenangan kecamatan (%)
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di | Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan 30 6 2 18 6 100
Tingkat Kecamatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan (dokumen)
7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan 4 2 1 18 2
Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan
Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
(Laporan)
7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan 21 3 1 18 3
Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Terlaksananya Pemeliharaan prasarana dan 144 36 15 17,36 3 36 100
Pelayanan Umum sarana Pelayanan Umum (orang/bulan)
7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan 24 12 3 24 12
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelayanan Umum (Dokumen)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang 10 10 5 5 10 10 100

kepada Camat

dilimpahkan kepada Camat (dokumen)




7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang 29 1 3 18 1
dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Dilaksanakan (Dokumen)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Persentase aspirasi masyarakat dalam
DAN KELURAHAN Musrenbang RKPD (%)
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan Desa 90 18 16 71,11 18 18 100
yang dilaksanakan (dokumen)
7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Jumlah lembaga kemasyarakatan yang 12 6 1 18 6
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa berpartisipasi dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan (Lembaga
Kemasyarakatan)
7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan 7 4 1 18 4
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
(Laporan)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Persentase kasus konflik sosial yang di tangani
PEMERINTAHAN UMUM (%)
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum 1.250 250 75 10 18 250 100
Penugasan Kepala Daerah sesuai Penugasan Kepala Daerah (orang)
7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi 170 85 0 45 85
Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
Ketahanan Nasional Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
(Orang)
7.01.05.2.01.0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 150 75 15 75
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat
Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,
Nasional dan Nasional (Orang)
7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase penyusunan APBDes tepat waktu
PEMERINTAHAN DESA (%)
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan 65 13 4 9,23 13 13 100
Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa (dokumen)
7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 36 18 3 36 18
Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)
7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 20 2 1 18 2
Pendayagunaan Aset Desa Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan
Aset Desa (Dokumen)
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 4 2 2 18 2

Ketertiban Umum

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum (Dokumen)




Dengan melihat realisasi pencapaian kinerja anggaran Kecamatan Patebon di Truwulan |l
Tahun anggaran 2024 dan tabel evaluasi hasil pelaksaan renja Kecamatan Patebon sampai dengan

Triwulan Il dapat dilihat bahwa:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu pada kegitan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam sub kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang semula dianggarlan dengan jumlah

anggaran Rp 150.000,- menjadi berubah Rp 0,- Realisasi sampai dengan Triwulan Il Rp 0,-,

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan
tunjangan ASN  dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Dikegiatan
Administrasi Umum Perangkat Untuk Kegiatan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang

memenuhi target hanya dalam sub kegiatan pada penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran menjadi bertambah untuk kegiatan Stunting hal

tersebut dikarenakan tinginya stunting di Desa khususnya desa Lanji,Donosari dan Kebonharjo

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tidak ada perubahan sampai

dengan Triwulan Il capian kinerja 38,54 %

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada sub kegiatan Peningkatan
Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan ada penambahan anggaran

untuk bantuan Makanan tambahan bagi stunting sebesar Rp 50.000.000,-

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak realisasi sampai dengan Triwulan I
Rp 0 % dan anggaan tersebut dihilangan.

9. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum tidak ada perubahan namun berkurang,

realisasi sampai dengan Triwulan Il adalah 60,16 %

D

. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa anggaran dengan sub kegiatan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa mendapat tambahan
anggaran untuk kegiatan administrasi keuangan Desa sebesar Rp 500.000,-

Dari melihat keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 permasalah umum dan
khisus dalam pencapaian kegiatan,meskipun dalam realisasi anggaran Kecamatan Patebon sudah

memenuhi target.




Adapun permasalahan Faktor penyebab tidak terpenuhinya program/kegiatan di Kecamatan Patebon

adalah secara umumnya adalah

1. Kurangnya SDM dalam segi Kuantitatif ( Kurangnya ketrampilan dan kopetensi kopetensi serta

keterbatasan pegawai yang ahli dan mampu melaksanakan dalam melaksanakan semua

kegiatan.

2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai

Kecamatan Patebon untuk sarana dan prasarana masih sangat kurang memadai sehingga sangat

menganggu dalam memenuhi semua kegiatan yang berakibat terhambatnya produktifitas dan

efisien kerja.

3. Kurangnya koordinasi dan evaluasi

Koordinasi memastikan bahwa semua aspek dan sumber daya terintegrasi dengan baik,

sementara evaluasi memberikan umpan balik dan informasi yang diperlukan untuk menilai dan

meningkatkan kinerja. Kombinasi dari keduanya membantu dalam mencapai tujuan secara efisien
dan efektif.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan

Patebon secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

Permasalahan Yang dihadapi :

a.

f.

Permasalahan yang dihadapi bidang pemerintahan diantaranya adalah bahwa dalam
penyusunan Peraturan Desa sering mengalami kendala adalah seringnya regulasi dari atasan
seperti Permen/Kepmenyang turunnya atau keluarnya sangat mepetsehingga didalam
mengambil kebijakan sering mengalami kendala — kendala.

Pagu ADD yang sangat terbatas jumlahnya dari Pemerintah Kabupaten, oleh karena itu
banyaknya tunjangan Perangkat Desa atau BPD yang tidak maksimal dari ADD, ( ada 9 dari 18
Desa)

Masih kurangnya pemahaman dalam pembuatan Peraturan Desa /penguasaan materi/Produk
Hukum yang dikarenakan keterbatasan SDM terutama dalam penguasaan IT sehingga dalam
penyusunan Peraturan Desa sering terjadi kendala dalam penyusunannya.

Dalam penyusunan laporan pertangungjawaban masih mengalami Kendala baik dari segi
redaksi tata bahasa,filosofi hokum,nilai estetikanya dlI

Pengoperasional Siskuedes yang belum maksimal misalnya dalam memasukkan kode
rekening sub kegiatan yang sering salah

Kurangnya komunikasi antara Pemerintahan Desa dengan Instasi terkait sehingga banyak




menimbulkan pengiriman data yang tidak tepat waktu
Komunikasi internal desa antara Kepala Desa,Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang
kurang maksimal sehingga banyak perangkat Desa yang bekerja sesuai tugas dan

fungsinya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan :

a.

Menyusun terlebih dahulu Peraturan Desa sesuai dengan kebijakan pada tahun
sebelumnya, setelah regulasi dari pusat turun baru disesuaikan dengan regulasi yang baru
Tunjangan Perangkat Desa atau BPD diambilkan dari anggaran lain seperti PAD atau PBH
Perlu diadakannya sosialisasi produk hukum dalam pembuatan produk hukum sesuai
dengan perundang — undangan yang berlaku dan diadakan pelatihan pelatiahan IT sampai
benar —-benar menguasai dan memahaminya.
Mengadakan pembinaan peningkatan kapasitas SDM

Perlu adanya pendampingan — pendampingan ke Desa

Harus rutin diadakannya pembinaan ke Desa

Diadakan pembinaan dan motifasi dari Kabupaten Kendal dan di nara sumber yang benar
benar dapat menjadi motivator Kepala Desa agar memahami tugas dan tanggung jawab

seorang pimpinan

Bidang pelayanan Publik

adalah belum adanya standar pelayanan yang berkualitas juga pelayanan pelayanan yang

terkesan lambat dalam penangannya selain itu dalam masih banyak yang belum memahami dan

menyadari pentingnya system pelayanan public yang berbasi IT.Upaya yang harus dilakukan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan

yaitu dengan memberikan pembekalan baik melalui pelatihan pelatihan yang bersifat formal

ataupun dengan cara koordinasi secara internal kecamatan untuk mendorong kesadaran dalam

peningkatan kinerja

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan Yang dihadapi :

a.
b.

C.

Belum optimalnya desa dalam penyusunan RKPDes

Pelaksanaan dan pedoman teknis evaluasi RAPB-Des dan LPP-Des yang belum optimal

Perlu dibangun sarana integritas pelaporan administrasi desa sinergis dengan kecamatan
secara online, menuju desa mandiri dan maju

Kegiatan UMKM yang berfungsi sebagai wadah bagi peningkatan ekonomi rakyat, sudah
terbentuk namun pengelolaan belum maksimal

Belum ada pengelolaan Wisata yang meningkat




f.

Kurang adanya hubungan yang salin mendukung antara pemerintahan Desa denga Tim
Penggerak PKK

Upaya yang telah dilakukan :

a.

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat,
lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan stake holder atau dinas
terkait;

Mengadakan pertemuan-pertemuan informal dengan tokoh masyarakat baik di tingkat
kecamatan maupun di tingkat desa/kelurahan;

Perlu dibangun sarana integritas pelaporan administrasi desa sinergis dengan kecamatan
secara online, menuju desa mandiri dan maju;

Seharusnya Pemerintah Desa mampu memfasilitasi dan mendukung penuh

Pemerintah Desa harus mampu berinovasi dan banyak belajar dari Desa wisata yang sudah

berhasil baik itu dari study banding taupun browsing lewat social media ataupun yang lainnya.

Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Permasalahan Yang dihadapi :

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;

Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang
membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-
masing wilayah, serta masih banyak desa yang belum terbentuk kepengurusan Karang

Taruna Desa yang akif.

Upaya yang telah dilakukan :

4.
a.
b.
1)
2)
3)
5.

Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan
dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum
kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya
kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan
Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam
peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian
target keluarga sehat dan bebas stunting;

Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di

wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

a. Keterbatasan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban

umum;




2.2,

b. Minimnya kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku
usaha dalam hal ini pelayanan perijinan.
Upaya yang telah dilakukan :

1) Melakukan koordinasi dengan forkompincam dalam rangka peningkatan ketertiban
masyarakat dengan keterbatasan sarpras
2) Mengadakan sosialisasi dan persuasif dengan PKL agar tertib, tidak mengganggu keamanan
dan ketertiban sepanjang jalan protokol dan dapatnya berpindah lokasi berjualan;
3) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan
pelaku usaha dengan cara melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan stakeholder terkait.
4) Mengusulkan pengadaan sarana prasarana pendukung komunikasi antara pemerintahan
desa dan kecamatan
Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat desa dan Kecamatan, tidak terdapat usulan
kegiatan yang dimintakan masyarakat kepada Kecamatan dikarenakan sifat pemerintah
Kecamatan yang hanya menjadi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan. Disamping itu Kecamatan juga bukan OPD yang memiliki

kewenangan melaksanakan kegiatan fisik.




BAB Il
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

3.2

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan
Patebon Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Kecamatan
Patebon Tahun 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan
sumber-sumber  pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Pendanaan

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah
Kecamatan Patebon baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran
Perubahan pada tahun 2024 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan
saran dari masing-masing seksi dan sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan
Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Patebon, yang kemudian dituangkan dalam

perjanjian kinerja Kecamatan Patebon dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kecamatan
Patebon Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan Il dan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu
indikatif program. Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan
rencana kerja Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel

berikut ini:




PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024
PRAKIRAAN MAJU
T TASG Rigls o CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN o RENCANA TAHUN 2025 PER
URUSAN / PROGRAM INDIKATOR PROGRAM/ A | R AN TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS | MFO ANG
NO KODE KEGIATAN SUB KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERI | RENJA | CAPAIAN o | TAR KAT
KEGIATAN ook | o | REMATSEBEL | SESUD |  RKPD 2024 APED 2024 RKPD ooty | O | SN TNA T DA | mav | gE | PAGUINDIKATIE ) DR
e | T TAHUN UM AH PERUBAHAN slo | ER T (Rp)
2023 2024 NAL AH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
KECAMATAN PATEBON 2.608.616.214,00 2.715.694.385,00 2.615.694.385,00 7.078.171,00 4.314.500.000,00
7 UNSUR 2.608.616.214,00 2.715.694.385,00 2.615.694.385,00 7.078.171,00 4.314.500.000,00
KEWILAYAH
AN
7.01 KECAMATAN 2.608.616.214,00 2.715.694.385,00 2.615.694.385,00 7.078.171,00 4.314.500.000,00
1, | 7.01.01 PROGRAM Terlaksananya Program 100 100 2.452.726.714,00 | 2.561.014.385,00 | 2.411.024.385,00 | 1.385.773.286,00 3.838.500.000,00
PENUNJANG | Penunjang Urusan 100.00 | 100.00
URUSAN Pemerintahan Daerah % %
PEMERINTA Persentase % %
HAN ketercapaian
DAERAH penunjang urusan
KABUPATEN/ | Perangkat Daerah
KOTA
7.01.01.2.01 | Perencanaan, | Perencanaan, 16 16 150.000,00 150.000,00 0,00 -150.000,00 - - 66.500.000,00 gi?
Penganggarap penganggaran, dan dokum | dokum - EBO
,dan Evaluasi | evaluasi kinerja en en N
Kinerja perangkat daerah yang 8 8
Perangkat terlaksana Tersediannya dokum | dokum
Daerah dokumen perencanaan en en
pengganggaran evaluasi
yang tersusun
7.01.01.2.01. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
0002
Jumlah Dokumen 0 0 150.000,00 150.000,00 0,00 -150.000,00 Eabd /F;EL\‘\'II:')A - 4.000.000,00 mi
RKA-SKPD dan Laporan Doku | Doku a | Nasu - ™
Hasil Koordinasi men men Pate | DAER PAT
Penyusunan Dokumen ggn f\P";'\D) EBO
m
RKA-SKPD o
Kell




Desa

7.01.01.2.01. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
0004
Jumlah Dokumen DPA- 4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 ﬁaba ZIE/,:'I[')A 2.500.000,00 mf\
SKPD dan Laporan Hasil Doku | Doku a | Nasu el
Koordinasi Penyusunan men men Pate | DAER PAT
Dokumen bon, AH EBO
DPA-SKPD Sem | (PAD) N
Kel/
Desa
7.01.01.2.01. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0006
Jumlah Laporan Capaian 6 6 0,00 0,00 0,00 0,00 ﬁaba /':’E;‘\TDA 60.000.000,00 ﬁ‘;
Kinerja dan Ikhtisar Lapora | Lapora g | Nasu AN
Realisasi Kinerja SKPD n n Pate | DAER PAT
dan Laporan Hasil bon, | AH EBO
Koordinasi Penyusunan Sem | (PAD) N
Laporan Capaian Kinerja Kell
dan Ikhtisar Realisasi Desa
Kinerja SKPD
7.01.01.2.02 | Administrasi Kegiatan Administrasi 21 21 2.200.011.214, | 2.292.269.385,0 | 2.105.689.385,0 | -94.321.829,00 3.093.000.000,00 mi
Keuangan Keuangan yang dokum | dokum 00 0 0 TAN
Perangkat dilaksanakan en en PAT
Daerah Tersedianya dokumen 5 5 EBO
laporan keuangan yang dokum | dokum
tersusun en en
7.01.01.2.02. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
0001
Jumlah Orang yang 14 14 2.119.491.214, | 2.225.169.385,0 | 2.025.169.385,0 | -94.321.829,00 | Kab. | DANA 3.000.000.000,00 | KEC
Menerima Gaii d Orana/ | Orana/ 0 0 0 Kend | TRAN AMA
lenerima Gaji dan rang rang al, SFER TAN
Tunjangan ASN bulan | bulan Pate | UMUM PAT
bon, | -DANA EBO
Sem ALOK N
ua Asl
Kell | UMUM
Desa
7.01.01.2.02. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
0002
Jumlah Dokumen Hasil 6 6 80.520.000,00 67.100.000,00 80.520.000,00 0,00 | Kab. | PEND 90.000.000,00 | KEC
Penyediaan Administrasi Doku | Doku Zf"d A ™
Pelaksanaan Tugas ASN men men Pate | DAER PAT
bon, AH EBO
Sem | (PAD) N
ua
Kel/

Desa




7.01.01.2.02. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
0005
Jumlah Laporan 4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 | Kab. | PEND 3.000.000,00 | KEC
. Kend | APATA AVA
Keuangan Akhir Tahun Lapora | Lapora al N ASLI TAN
SKPD dan Laporan Hasil n n Pate | DAER PAT
Koordinasi Penyusunan bon, | AH EBO
Laporan Keuangan Akhir Sem | (PAD) N
Tahun SKPD Kell
Desa
7.01.01.2.05 | Administrasi Terlaksananya 20 20 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 | KEC
Kepegawaian | administrasi stell stell mﬁ
Perangkat kepegawaian perangkat 3 3 PAT
Daerah daerah dokum | dokum EBO
Tersedianya Administrasi en en
Kepegawaian Perangkat
Daerah
7.01.01.2.05. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
0001
Jumlah Unit Peningkatan 4 Unit | 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 ﬁab- ,l:g/’:'ll?A 15.500.000,00 m‘z\
Sarana dan Prasarana af"d N ASL ™
Disiplin Pegawai Pate | DAER PAT
bon, | AH EBO
Sem (PAD) N
ua
Kell
Desa
7.01.01.2.06 | Administrasi Administrasi Umum yang 18 18 55.135.500,00 44.899.500,00 85.029.500,00 29.894.000,00 143.500.000,00 m‘i
Umum dilaksanakan paket paket TAN
Perangkat Tersedianya Adminstrasi 6 6 PAT
Daerah Umum Perangkat Daerah paket paket EBO
7.01.01.2.06. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0001
Jumlah Paket Komponen 3 3 791.000,00 791.000,00 791.000,00 0,00 | Kab. | PEND 3.500.000,00 | KEC
Instalasi Paket | Paket Kend | APATA A
Ista al, N ASLI TAN
Listrik/Penerangan Pate | DAER PAT
Bangunan Kantor yang bon, APHAD EBO
Disediakan Sem | (PAD)
Kel/
Desa
7.01.01.2.06. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0002
Jumlah Paket Peralatan 7 7 7.687.000,00 5.872.000,00 5.872.000,00 -1.815.000,00 | Kab. | PEND 15.000.000,00 | KEC
dan Perlengkapan Kantor Paket | Paket :f"d Nl ™
yang Disediakan Pate | DAER PAT
bon, | AH EBO
Sem (PAD) N
ua
Kell

Desa




7.01.01.2.06.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0003
Jumlah Paket Peralatan 4 4 2.122.500,00 2.122.500,00 2.122.500,00 0,00 | Kab. | PEND 20.000.000,00 | KEC
Rumah Tangga yang Paket | Paket :f"d QTSTS mﬁ
Disediakan Pate | DAER PAT
bon, | AH EBO
Sem | (PAD) N
a
;e\/
Desa
7.01.01.2.06. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0004
Jumlah Paket Bahan 4 4 8.080.000,00 3.890.000,00 3.890.000,00 -4.190.000,00 | Kab. | PEND 25.000.000,00 | KEC
Logistik Kantor yang Paket | Paket Kend | SPATA ™
Disediakan Pate | DAER PAT
bon, AH EBO
Sem | (PAD) N
Kol
Desa
7.01.01.2.06. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0005
Jumlah Paket Barang 2 2 3.442.000,00 3.442.000,00 4.648.000,00 1.206.000,00 | Kab. | PEND 5.000.000,00 | KEC
Cetakan dan Paket | Paket e ool o
Penggandaan yang Pate | DAER PAT
Disediakan bon, | AH EBO
Sem | (PAD) N
ua
Kel/
Desa
7.01.01.2.06. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
0009
Jumlah Laporan 3 3 27.221.000,00 23.890.000,00 62.814.000,00 35.593.000,00 | Kab. | PEND 60.000.000,00 | KEC
Penyelenggaraan Rapat Lapora | Lapora :le”d ﬁpg,ﬁ é\m
Koordinasi dan n n Pate | DAER PAT
Konsultasi SKPD bon, | AH EBO
Sem | (PAD) N
a
;e\l
Desa
7.01.01.2.06. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
0010
Jumlah Dokumen 1 1 5.792.000,00 4.892.000,00 4.892.000,00 -900.000,00 | Kab. | PEND 15.000.000,00 | KEC
Penatausahaan Arsip Doku | Doku Kend | SPATA o
Dinamis pada SKPD men men Pate | DAER PAT
bon, AH EBO
Sem | (PAD) N
el

Desa




7.01.01.2.08 | Penyediaan Jumlah tersedianya jasa 12 12 177.450.000,00 | 210.615.500,00 | 207.225.500,00 29.775.500,00 205.000.000,00 m‘i
Jasa penunjang urusan lapora | lapora TAN
Penunjang pemerintahan Daerah n n PAT
Urusan Penyediaan Jasa 3 3 EBO
Pemerintahan | Penunjang Urusan lapora | lapora
Daerah Pemerintahan Daerah n n
yang terlaksana
7.01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0001
Jumlah Laporan 1 1 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 | Kab. | PEND 5.000.000,00 | XEC
Penyediaan Jasa Surat Lapora | Lapora :f’"d e "y
Menyurat n n Pate | DAER PAT
bon, | AH EBO
Sem (PAD) N
ua
Kel/
Desa
7.01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0002
Jumlah Laporan 12 12 48.550.000,00 43.075.500,00 59.815.500,00 11.265.500,00 | Kab | PEN 50.000.000,00 m‘i
Penyediaan Jasa Lapora | Lapora . DAP TAN
Komunikasi, Sumber n n Ken | ATA PAT
Daya Air dan Listrik yang dal, | N EBO
Disediakan Pat | ASLI N
ebo | DAE
n, RAH
Se | (PAD
mu | )
a
Kel/
Des
a
7.01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
0004
Jumlah Laporan 12 12 127.400.000,00 | 166.040.000,00 | 145.910.000,00 18.510.000,00 | Kab | PEN 150.000.000,00 | KEC
Penyediaan Jasa Lapora | Lapora . DAP ?AM,Q\
Pelayanan Umum Kantor n n Ken | ATA PAT
yang Disediakan dal, | N EBO
Pat | ASLI N
ebo | DAE
n, RAH
Se | (PAD
mu | )
a
Kel/
Des




7.01.01.2.09 | Pemeliharaan | Barang Milik Daerah 20 unit | 20 unit 19.980.000,00 13.080.000,00 13.080.000,00 -6.900.000,00 315.000.000,00 m‘;
Barang Milik Penunjang Urusan 6 Unit | 6 Unit TAN
Daerah Pemerintah yang / / PAT
Penunjang terpelihara Jumlah jenis Tahun | Tahun EBO
Urusan aset yang dipelihara N
Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.09. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
0001
Jumlah Kendaraan 18 18 15.000.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 -5.700.000,00 | Kab | PEN 35.000.000,00 | KEC
Perorangan Dinas atau Unit Unit . DAP mﬁ
Kendaraan Dinas Ken | ATA PAT
Jabatan yang Dipelihara dal, | N EBO
dan dibayarkan Pajaknya Pat | ASLI N
ebo | DAE
n, RAH
Se | (PAD
mu | )
a
Kel/
Des
a
7.01.01.2.09. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
0006
Jumlah Peralatan dan 10 10 4.980.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 -1.200.000,00 | Kab | PEN 30.000.000,00 KI\EAi
Mesin Lainnya yang Unit Unit . DAP TAN
Dipelihara Ken | ATA PAT
dal, | N EBO
Se | Asll N
mu | DAE
a RAH
Kec | (PAD
am | )
ata
n,
Se
mu
a
Kel/
Des
a
Kab
Ken
dal,
Pat
ebo




Se

mu
a
Kel/
Des
a
7.01.01.2.09. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
0009
Jumlah Gedung Kantor 3Unit | 3Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 | Kab | PEN 250.000.000,00 KAEAE\
dan Bangunan Lainnya . DAP TAN
yang Ken | ATA PAT
Dipelihara/Direhabilitasi dal, | N EBO
Pat | ASLI N
ebo | DAE
n, RAH
Se | (PAD
mu | )
a
Kell
Des
a
2, | 7.01.02 PROGRAM Prosentase 95 100 105.050.000,00 | 121.780.000,00 | 110.500.000,00 81.950.000,00 187.000.000,00
PENYELENG | Pelaksanaan 100% | 95%
GARAAN Pelimpahan % %
PEMERINTA Kewenangan
HAN DAN Kecamatan
PELAYANAN | Persentase pelimpahan
PUBLIK pelaksanaan
pelimpahan
kewenangan
kecamatan
7.01.02.2.01 | Koordinasi jumlah koordinasi yang 5 5 24.755.000,00 22.900.000,00 14.500.000,00 | -10.255.000,00 70.000.000,00 | KEC
Penyelenggar | dilaksanakan lapora | lapora mﬁ
aan Kegiatan Terselenggaranya n n PAT
Pemerintahan | Koordinasi Kegiatan 6 6 EBO
di Tingkat Pemerintahan diTingkat dokum | dokum N
Kecamatan Kecamatan en en
7.01.02.2.01. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

0001




Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

Lapora

Lapora

22.200.000,00

22.200.000,00

13.800.000,00

-8.400.000,00

Kot

Kab
ken
dal,

Pat
ebo

PEN
DAP
ATA

ASLI
DAE
RAH
(PAD

35.000.000,00

KEC
AMA
TAN
PAT
EBO

7.01.02.2.01.
0002

Peningkatan Efel

ktifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan

Doku
men

Doku
men

2.555.000,00

700.000,00

700.000,00

-1.855.000,00

PEN
DAP
ATA

ASLI
DAE
RAH
(PAD

35.000.000,00

KEC
AMA
TAN
PAT
EBO




7.01.02.2.03 | Koordinasi Terlaksananya 36 36 76.440.000,00 95.400.000,00 95.400.000,00 18.960.000,00 95.000.000,00 m‘i
Pemeliharaan | Pemeliharaan prasarana orang/ | orang/ TAN
Prasarana dan | dan sarana Pelayanan bulan bulan PAT
Sarana Umum EBO
N
Pelayanan
Umum
7.01.02.2.03. | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
0001
Jumlah Dokumen 12 12 76.440.000,00 95.400.000,00 95.400.000,00 18.960.000,00 | Kab | PEN 95.000.000,00 | KEC
Koordinasi/Sinergi Doku Doku . DAP $X£
dengan Perangkat men men Ken | ATA PAT
Daerah dan/atau Instansi dal, | N EBO
Vertikal yang Terkait Pat | ASLI N
dalam Pemeliharaan ebo | DAE
Sarana dan Prasarana n, RAH
Pelayanan Umum Se (PAD
mu | )
a
Kell
Des
a
7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Terlaksananya urusan " 1 3.855.000,00 3.480.000,00 600.000,00 -3.255.000,00 22.000.000,00 | KEC
Urusan pemerintahan yang dokum | dokum ?AM,G
Pemerintahan | dilimpahkan Kepada e e PAT
yang Camat Terlaksananya nllapor | n/lapor EBO
Dilimpahkan Urusan Pemerintahan an2 an2 N
kepada Camat | yang dilimpahkan kepada dokum | dokum
Camat en en
7.01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
0001
Jumlah Dokumen Non 3 3 3.855.000,00 3.480.000,00 600.000,00 -3.255.000,00 | Kab | PEN 22.000.000,00 | KEC
Perizinan Usaha yang Doku Doku . DAP %’?
Dilaksanakan men men Ken | ATA PAT
dal, | N EBO
Pat | ASLI N
ebo | DAE
n, RAH
Se | (PAD
mu | )
a
Kel/
Des
a
3, | 7.01.03 PROGRAM Persentase aspirasi 65 65 27.653.000,00 21.700.000,00 56.920.000,00 | 152.347.000,00 180.000.000,00
PEMBERDAY | masyarakat dalam % %
AAN Musrenbang RKPD
MASYARAKA

T DESA DAN




KELURAHAN

7.01.03.2.01 | Koordinasi jumlah koordinasi yang 12 12 27.653.000,00 21.700.000,00 56.920.000,00 29.267.000,00 170.000.000,00 | KEC
Kegiatan dilaksanakan dokum | dokum ﬁm
Pemberdayaa | Meningkatkan Koordinasi e e PAT
n Desa Pemberdayaan Desa n/lapor | n/lapor EBO
yang dilaksanakan an 18 an 18 N
dokum | dokum
en en
7.01.03.2.01. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
0001
Jumlah Lembaga 4 4 7.130.000,00 5.275.000,00 5.275.000,00 -1.855.000,00 | Kab | PEN 20.000.000,00 | KEC
Kemasyarakatan yang Lemba | Lemba . DAP ﬁm
Berpartisipasi dalam ga ga Ken | ATA PAT
Forum Musyawarah Kemas | Kemas dal, | N EBO
Perencanaan yara yara Pat | ASLI N
Pembangunan di Desa katan katan ebo | DAE
n, RAH
Se | (PAD
mu | )
a
Kel/
Des
a
7.01.03.2.01. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
0003
Jumlah Laporan 4 4 20.523.000,00 16.425.000,00 51.645.000,00 31.122.000,00 | Kab | PEN 150.000.000,00 | KEC
Peningkatan Efektivitas Lapora | Lapora . DAP ?X'ﬁ
Kegiatan Pemberdayaan n n Ken | ATA PAT
Masyarakat di Wilayah dal, | N EBO
Kecamatan Pat | ASLI N
ebo | DAE
n, RAH
Se | (PAD
mu | )
a
Kell
Des




7.01.03.2.03 | Pemberdayaa | Telaksananya 18 18 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 gm
n Lembaga Pemberdayaan Lembaga lapora | lapora TAN
Kemasyarakat | Kemasyarakatan Tingkat n n PAT
an Tingkat Kecamtan Terlaksananya 2 2 EBO
Kecamatan Pemberdayaan Lembaga lapora | lapora N
Kemasyarakatan Tingkat n n
Kecamatan
7.01.03.2.03. | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
0004
Jumlah Laporan Fasilitasi 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 | Kab | PEN 10.000.000,00 | KE
Pengembangan Usaha Lapora | Lapora . DAP CA
Ekonomi Masyarakat n n Ken | ATA MA
dal, | N TA
Pat | ASLI N
ebo | DAE PA
n, RAH TE
Se | (PAD BO
mu | ) N
a
Kel/
Des
a
7.01.04 PROGRAM Persentase ganguan 85 85 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
KOORDINASI | keamanan dan 100 100
KETENTRAM | ketertiban yang % %
AN DAN ditangani Prosentase % %
KETERTIBAN | Gangguan Keamanan
UMUM dan ketertiban yang
ditangani
7.01.04.2.01 | Koordinasi jumlah koordinasi Upaya 12 12 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 | KE
Upaya Penyelenggaraan lapora | lapora CA
Penyelenggar | Ketenteraman dan n n MA
aan Ketertiban Umumyang TA
Ketenteraman | dilaksanakan N
dan Ketertiban | Meningkatkan PA
Umum Koordinasi Upaya TE
Penyelenggaraan BO
Ketentraman dan N
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01. | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

0001




Jumlah Laporan Hasil 12 12 0,00 0,00 0,00 0,00 | Kab. | PEND 20.000.000,00 | KEC
L Kend | APATA AVA
Sinergitas dengan Lapora | Lapora al N ASLI TAN
Kepolisian Negara n n Pate | DAER PAT
Republik Indonesia, bon, | AH EBO
Tentara Nasional f:m (PAD) N
Indonesia dan Instansi Kell
Vertikal di Wilayah Desa
Kecamatan
5, | 7.01.05 PROGRAM Prosentase kasus 100 100 10.550.000,00 6.400.000,00 3.850.000,00 14.450.000,00 25.000.000,00
PENYELENG | konflik sosial yang di 90 % 90 %
GARAAN tangani Persentase % %
URUSAN kasus konflik sosial
PEMERINTA yang di tangani
HAN UMUM
7.01.05.2.01 | Penyelenggar | Jumlah kegiatan 160 160 10.550.000,00 6.400.000,00 3.850.000,00 -6.700.000,00 25.000.000,00 | KEC
aan Urusan pemerintahan umum ORAN | ORAN é\m
Pemerintahan | yang dilaksanakan GIKE GIKE PAT
Umum Sesuai | Terselenggaranya GIATA | GIATA EBO
Penugasan Urusan Pemerintahan N N N
Kepala Umum sesuai 250 250
Daerah Penugasan Kepala orang orang
Daerah
7.01.05.2.01. | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
0002
Jumlah Orang yang 85 85 850.000,00 250.000,00 100.000,00 -750.000,00 ﬁ:gd Zgﬂ?A 5.000.000,00 m&\
Mengikuti Fasilitasi, Orang | Orang al NASLI TAN
Koordinasi dan Pate | DAER PAT
Pembinaan (Bimtek, bon, | AH EBO
Sosialisasi, Konsultasi) Sem | (PAD) N
Wawasan Kebangsaan Kell
dan Ketahanan Nasional Desa
7.01.05.2.01. | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
0004
Jumlah Orang yang 75 75 6.400.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 -2.650.000,00 &:gd /':’EL‘\TDA 10.000.000,00 ﬁi
Mengikuti Pembinaan Orang | Orang al N ASLI TAN
Kerukunan Antar Suku Pate | DAER PAT
dan Intra Suku , Umat bon, | AH EBO
Beragama, Ras, dan fzm (PAD) N
Golongan Lainnya Guna Kell
Mewujudkan Stabilitas Desa
Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

0008




Jumlah Dokumen Tugas 1 1 3.300.000,00 2.400.000,00 0,00 -3.300.000,00 | Kab. | PEND 10.000.000,00 | KEC
o Kend | APATA AMA
Forum Koordinasi Doku Doku al N ASLI TAN
Pimpinan di Kecamatan men men Pate | DAER PAT
bon, AH EBO
Sem | (PAD) N
ua
Kell
Desa
6, | 7.01.06 PROGRAM Persentase 100% | 100 % 12.636.500,00 4.800.000,00 33.400.000,00 51.363.500,00 64.000.000,00
PEMBINAAN penyusunan APBDes
DAN tepat waktu
PENGAWAS
AN
PEMERINTA
HAN DESA
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Terlaksananya Fasilitasi, 13 13 12.636.500,00 4.800.000,00 33.400.000,00 20.763.500,00 64.000.000,00 mﬁ
Rekomendasi Rekomendasi dan dokum | dokum TAN
dan Koordinasi Pembinaan en18 en18 PAT
Koordinasi dan Pengawasan dokum | dokum EBO
Pembinaan Pemerintahan Desa en en
dan Terlaksananya Fasilitasi,
Pengawasan Rekomendasi dan
Pemerintahan | Koordinasi Pembinaan
Desa dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01. | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
0002
Jumlah Dokumen yang 2 2 2.555.000,00 700.000,00 0,00 -2.555.000,00 ﬁaba Z’EQEA 15.000.000,00 m‘;
Difasilitasi dalam rangka Doku Doku af " N ASLI TAN
Administrasi Tata men men Pate | DAER PAT
Pemerintahan Desa bon, | AH EBO
Sem | (PAD) N
ua
Kel/
Desa
7.01.06.2.01. | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
0003
Jumlah Dokumen yang 2 2 2.714.000,00 700.000,00 33.400.000,00 30.686.000,00 ﬁaba /':’E;‘\TDA 15.000.000,00 ﬁi
Difasilitasi dalam rangka Doku | Doku g | Nasu TN
Pengelolaan Keuangan men men Pate | DAER PAT
Desa dan bon, | AH EBO
Pendayagunaan Aset Sem | (PAD) N
Desa Kell
Desa
7.01.06.2.01. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

0005




Jumlah Dokumen 18 18 1.925.000,00 0,00 0,00 -1.925.000,00 | Kab. | PEND 4.000.000,00 | KEC
Fasilitasi dalam rangka Doku | Doku Kend | APATA AMA
al, N ASLI TAN
Pelaksanaan Tugas men men Pate | DAER PAT
Kepala Desa dan gon, API-L 5 ﬁao
Perangkat Desa u:m (PAD)
Kel/
Desa
7.01.06.2.01. | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
0011
Jumlah Dokumen 2 2 5.442.500,00 3.400.000,00 0,00 -5.442.500,00 | Kab. | PEND 30.000.000,00 | KEC
Fasilitasi dalam rangka Doku | Doku ;e L Reiels ™
Penyelenggaraan men men Pate | DAER PAT
Ketenteraman dan bon, | AH EBO
Ketertiban Umum Sem | (PAD) N
Kell

Desa




BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Patebon Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran
Kecamatan Patebon beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian
target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya menjadi acuan
bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum disahkan menjadi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Patebon Tahun Anggaran 2024.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Patebon Tahun 2024 ini
diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat
menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran
dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Patebon

pada Tahun Anggaran 2024.
















